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PUTUSAN
Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Pkc
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan,
sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi
Sumatera Barat, sebagai TERGUGAT,;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan
cerai tertanggal 17 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Pkc,

tanggal 20 Maret 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada
tanggal 13 Januari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan,
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah 14/14/1/2015, tertanggal 16
Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten
Pelalawan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan

sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat

di Kabupaten Pelalawan sampai bulan Maret 2016, setelah itu antara

Pengggat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai

anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya

berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2015 rumah tangga

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh

karena:

a. Tergugat telah melakukan pernikahan siri dengan perempuan bernama
Eka, hal ini Penggugat ketahui dari orang tua Tergugat;

b. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;

c. Tergugat sering meninggalkan kewajiban agama dan jika Penggugat
nasehati, Tergugat sering marah-marah;

d. Tergugat sangat pencemburu;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan

Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai

sekarang, Penggugat tetap tinggal di Kabupaten Pelalawan sedangkan

Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam, Provinsi

Sumatera Barat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang

akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut
hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Pangkalan Kerinci melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk
Basung yang relaas panggilannya Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 18
April 2017 dan tanggal 29 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan
tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah oleh
karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat
dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam
gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap
kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk
mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat
tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal
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4 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak
pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk
umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Maret
2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban
Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/1/2015, tertanggal 16 Januari
2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut,
Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan
aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi

1. SAKSI |, tempat dan tanggal lahir: Pematang Siantar, 23 September
1968, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua
Majelis, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Di hadapan
persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah
sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

= Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

= Bahwa Tergugat bernama Irwanto;

= Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami
isteri;

= Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rawang Empat,
Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;

= Bahwa sdri pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum

dikaruniai anak;
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= Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 sudah tidak harmonis
lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

= Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

= Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung
jawab dengan keadaan ekonomi keluarga, Tergugat sering
meninggalkan kewajiban agama, dan jika Penggugat nasehati,
Tergugat sering marah-marah, dan Tergugat telah nikah siri dengan
perempuan yang bernama Eka;

= Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

= Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi
sejak bulan Maret 2016;

= Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Desa Rawang Empat, Kecamatan bandar Petalangan,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sedangkan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera
Barat;

= Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat;

= Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir: Air Molek, 07 Mei 1990, umur 27
tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security di Pekanbaru,
bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua
Majelis, Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di hadapan
persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah
sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

= Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

» Bahwa Tergugat bernama Irwanto;

= Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami
isteri;
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= Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rawang Empat,
Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;

= Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

= Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 sudah tidak harmonis
lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

= Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

= Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung
jawab dengan keadaan ekonomi keluarga, Tergugat telah nikah siri
dengan perempuan yang bernama Eka dan Tergugat sering
meninggalkan kewajiban agama, dan jika Penggugat nasehati,
Tergugat sering marah-marabh;

= Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan Tergugat;
= Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi
sejak bulan Maret 2016;

= Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sedangkan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam,
Provinsi Sumatera Barat;

= Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat;

= Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan
kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai
dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka
segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak
pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut
hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui Jurusita Pengadilan
Agama Lubuk Basung sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan
sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo
Bab Il Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih
dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas
perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk
dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat
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ternyata, bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Datuk Kenali, RT 01, RW 01,
Kelurahan Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten
Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan
Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam
perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk
perkara di atas, dan sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena
tidak hadir di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang
mempunyai sifat khusus (lex specialis) untuk mengetahui sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani
pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di
persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (P) dan dua
orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil,
sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (Kutipan Akta Nikah), harus
dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan
hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan
gugatan ini (Persona standi in Judicio);
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Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat ke
persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang
yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172
R.Bg., keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara
sendiri-sendiri di muka sidang, dan keterangannya tersebut disampaikan di
bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.,
maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut
sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan
tersebut secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang
lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. dan mendukung dalil-dalil
gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi,
oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan
dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti
Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat terungkap fakta-fakta
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah
menikah pada tanggal 13 Januari 2015;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 tidak harmonis, sering terjadi
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak
bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga, Tergugat telah nikah
siri dengan perempuan yang bernama Eka dan Tergugat sering
meninggalkan kewajiban agama, dan jika Penggugat nasehati, Tergugat
sering marah-marah;

- Bahwa sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumabh;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai antara
Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar
sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling memerdulikan
dan telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-
masing;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian
suci yang sangat kokoh (mitsagon gholidhon) dengan tujuan untuk membentuk
keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana
diamanatkan dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini rumah tangga
seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat
sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian
dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap
sebagai “Tasrih bil Ihsan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan
dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan sulit
diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang
bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang
demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh
karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “Menghindari kerusakan/mafsadat
lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan
sebagaiman termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden
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Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan

Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasanya,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek sesuai
pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan hadits Rasulullah Saw
yang berbunyi:

Al oned O plis ot dll Lo alll Yoty JB : JB pausdl 2

i %5 VAl 545 Sazi A15 Gualiudll 183 50 o515

Artinya: Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: ‘ZSiapa

yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang,

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan
hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai
gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai dan
talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan
Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan bukti P bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan
terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal

tersebut Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
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Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin
tanggal 19 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1438 H, oleh
kami Rina Eka Fatma, S.H.l., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Syahrullah,
S.H.l.,, M.H. dan Matrlina, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
TTD TTD
Syahrullah, S.H.l., M.H. Rina Eka Fatma, S.H.l.,, M.Ag.
Hakim Anggota
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TTD
Marlina, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti
TTD

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

. Pendaftaran Rp 30.000,00
. Biaya Proses Rp 50.000,00
. Panggilan sidang Rp 425.000,00

. Redaksi Rp  5.000,00

. Meterai Rp _ 6.000.,00
umlah Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

GO bhwWNBE
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